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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik yang mulai berlaku pada 30 Mei 2010 tidak 

akan membatalkan berlakunya  Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa 

Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa 

Timur, sebaliknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik materinya adalah sebagian dari KPP. 

 

Setelah melihat banyak persamaan antara Komisi Informasi Publik (KIP) 

dan Komisi Pelayanan Publik (KPP), dengan perbedaan yang tidak 

menimbulkan suatu pertentangan dalam mekanisme kerja keduanya,  

maka dapat disimpulkan  bahwa Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur 

tetap bisa di pertahankan, meskipun Komisi Informasi Publik Daerah 

segera dibentuk. 
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